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ABSTRACT 
Management of fishery resources can be hampered by destructive conflict. A fairly long period of 
conflict, due to the institutional implications of conflict management is not effective, therefore this 
studyaimed to 1) map the institutional management of fishery resources, 2) reveal on the role of 
institutional management of fishery resources management, 3) develop a concept institutional 
management of capture fisheries. This study used a qualitative descriptive approach and was analyzed 
in narrative. The result showed that the institutions that played role in conflict management consisted of 
formal, non formal and community institution of traditional societies. Institutions were in a synergy in 
community based monitoring system of fisheries and marine resources - which consisted of society 
groups and have a network ranging from district to central government levels. They played a role in 
making operational policy for supervising and controlling fishery resources, coordinating and 
harmonizing the programs and activities among institutions, as well as taking actions to follow up the 
allegations based on the information from society groups.. Conflict resolution can be done effectively 
with the negotiation and facilitation techniques known as ADR (Alternative Dispute Resolution). Thus, 
conflict management was conducted cooperatively by prioritizing on acceptable and long term output. . 
Application of ADR was conducted by involving the whole of law functionaries. Its application was 
believed could smooth the various institutional functions. 
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ABSTRAK 
Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap dapat terhambat karena adanya konflik yang 
bersifat destruktif. Periode konflik yang cukup panjang dapat disebabkan oleh implikasi kelembagaan 
pengelolaan konflik yang tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk 1) memetakan kelembagaan 
pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, 2) mengungkapkan peran kelembagaan pengelolaan 
pengelolaan sumber daya perikanan tangkap, 3) mengembangkan kelembagaan pengelolaan 
perikanan tangkap.  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif dan dianalisis secara 
naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang berperan dalam pengelolaan konflik terdiri 
dari lembaga formal, non formal serta kelembagaan masyarakat tradisional masyarakat. Kelembagaan 
tersebut bersinergi dalam suatu sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berbasis 
masyarakat yang terdiri dari kumpulan Pokmaswas dan memiliki jaringan mulai dari kabupaten sampai 
tingkat pusat. Lembaga tersebut sangat berperan dalam menetapkan kebijakan operasional 
pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, melaksanakan koordinasi dan 
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menyelaraskan program dan kegiatan antar lembaga terkait, serta mengambil tindakan untuk 
menindaklanjuti dugaan pelanggaran atas informasi dari kelompok pengawas masyarakat.  Resolusi 
konflik dapat dilakukan secara efektif dengan teknik negosiasi dan fasilitasi yang dikenal dengan ADR 
(Alternative Dispute Resolution). Dengan demikian pengelolaan konflik dilakukan secara kooperatif 
dengan mengedepankan output dan outcome yang lebih dapat diterima oleh semua pihak yang 
berkonflik dan hasilnya lebih berorientasi jangka panjang. Penerapan ADR dilakukan dengan 
melibatkan semua fungsionaris hukum secara keseluruhan. Dengan pengembangan kelembagaan 
tersebut diyakini akan memperlancar jalannya berbagai fungsi kelembagaan. 
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